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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

\

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang
Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara
cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Sukabumi, 28 Agustus 1982 (umur 41 tahun),
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat kediaman di Jalan Pajagalan, RT.005/RW.008,
Kelurahan  Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota
Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Makmun Danu Dirja, SH, Advokat yang
tergabung pada PBH Rasendriya Hara Keadilan yang
beralamat di XXXXX Kota Sukabumi, dengan domisili elektronik
pada alamat email makmun.ddri@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2023, dan telah
terdaftar pada Kepaniteraan nomor 403/KS/2023/PA.Smi
tanggal 16 November 2023 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Sukabumi, 06 Desember 1982 (umur 40
tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan
Warudoyong, Kota Sukabumi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16
November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi
pada tanggal hari itu juga dengan register perkara Nomor
765/Pdt.G/2023/PA.Smi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan
pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Warudoyong Kota Sukabumi
sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 131/10/1V/2007, tanggal 02 April
2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal
dan berumah tangga di rumah kediaman milik bersama yang beralamat di
Jalan XXXX, Kota Sukabumi.

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana
layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang dalam
pengasuhan Pemohon dan Termohon;

- XXXX, Sukabumi, 12-07-2007;

- XXXX, Sukabumi, 09-03-2014;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam
keadaan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2021 pernikahan
Pemohon dan Termohon mulai menjadi kurang rukun dan tidak Harmonis,
hal ini karena adanya pertengkaran disebabkan:

a. Termohon mulai sering pergi meninggalkan kediaman bersama

tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;

b. Termohon memiliki utang/pinjaman kepada pihak lain tanpa

sepengetahuan Pemohon, dan selalu marah jika diminta keterangan

dipergunakan untuk apa, hal-hal ini selalu menjadi pemicu perselisihan
berkepanjangan antara Pemohon dengan Termohon dan selalu meminta
cerai kepada Pemohon jika terjadi perselisihan;
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada Mei tahun
2021, dimana Termohon meninggalkan kediaman bersama dan tidak mau
kembali saat didatangi oleh Pemohon ke rumah orang tua Pemohon,
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sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah
tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Pemohon telah mencoba untuk bersabar dan mencari penyelesaian demi
menyelamatkan perkawinan, serta sudah mengupayakan mediasi, namun
tidak berhasil;
7. Bahwa sudah dijelaskan dalam poin-poin di atas mengenai hubungan
perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi
dipertahankan karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus yang tidak bisa didamaikan lagi, sehingga Pemohon memohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cqg Yang Mulia Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk
mengucapkan ikrar Talak 1 Raj'i terhadap Termohon;
8. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon
sebagaimana tersebut di atas Pemohon merasa tidak mampu lagi membina
dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. Karena rumah
tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi
diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak
ada harapan untuk dirukunkan kembali;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan
Agama Sukabumi;
3. Biaya perkara menurut hukum;

atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);
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Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasanya
kepada kuasa hukum Makmun Danu Dirja, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum
yang tergabung pada Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan, yang
telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 403/KS/2023/PA.Smi tanggal 16
November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut
di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang
didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan sedangkan Termohon
tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi
sesuai dengan relaas panggilan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.Smi, serta tidak
terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat
permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon

Nomor 3272042908820001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, pada tanggal 27 Aprl 2012. Bukti

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi
kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
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2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/10/IV/2007 yang
dikeluarkan dari KUA Warudoyong Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat,
tanggal 02 April 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf
Ketua Majelis;
A. Bukti Saksi:
Saksi 1, Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan
Ulama/Ustadz, bertempat tinggal di XXXX Kota Sukabumi, di bawah
sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama
di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXXX, Kota Sukabumi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun dan harmonis, telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun
2021 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga
Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meninggalkan rumah
kediaman bersama tanpa izin Pemohon, selain itu Termohon juga
memiliki utang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon
telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah tidak saling
menjalankan kewajibannya hingga sekarang selama kurang lebih 2
(dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa sudah pernah diupayakan oleh pihak keluarga agar rumah
tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun tidak berhasil;
Saksi 2, Saksi Il., umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Wirausaha, bertempat tinggal di XXXX Kota Sukabumi, di bawah sumpah,
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama

di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXXX, Kota Sukabumi;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon

rukun dan harmonis, telah dikarunai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun

2021 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan;

- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga

Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meninggalkan rumah

tanpa izin Pemohon, dan Termohon diketahui memiliki pinjaman tanpa

sepengetahuan Pemohon dan setiap ditanyakan oleh Pemohon,

Termohon sering marah kepada Pemohon;

- Bahwa sejak bulan Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon

telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah tidak saling

menjalankan kewajibannya hingga sekarang selama kurang lebih 2

(dua) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa sudah pernah diupayakan oleh pihak keluarga agar rumah

tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak
akan mengajukan pertanyaan apapun dan menerima serta membenarkan,
sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana
tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal
yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan
kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah
berusaha menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon,
upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Majelis
Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR
jo. Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jis. Pasal 39 ayat
(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara semua
sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan
penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang dihadiri oleh
kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Pemohon hadir di
persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain
menghadap sebagai wakil/kuasanya, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan
sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai angka
8, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan
akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165
HIR jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;
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Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon
dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup,
Pasal 165 jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon telah
memenuhi asas personalitas Keislaman mengajukan permohonan mengenai
sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara a quo yang
diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,
terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan
hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai legitima
persona standi in judicio dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a
quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon adalah isteri
Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di
KUA serta Pemohon mempunyai kehendak untuk menceraikan Termohon,
sehingga Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a
quo;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna
dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan
terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam
perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti
mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena adanya perkawinan
yang sah, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang
berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara
(legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari rangkaian posita permohonan Pemohon,
Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan yang terus menerus
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yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut secara formal permohonan
Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan
pertengkaran Pemohon dan Termohon, mengakibatkan antara Pemohon
dengan Termohon telah pisah rumah selama selama 2 (dua) tahun 6 (enam)
bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii Pemohon tersebut di atas,
maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan
pertengkaran seperti apa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon
sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Termohon tidak pernah hadir
di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan
ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan
verstek sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkan
dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan
perceraian (personal recht) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami
istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Pemohon
tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalii Termohonnya,
sebagaimana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jis. Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon
adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 76
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang
yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);
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Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis
Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat Pemohon, masing-
masing bernama Saksi | dan Saksi Il.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di
persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga
kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga
memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo Pasal 76
UU No. 7 Tahun 1989 jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon
selama selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Termohon sudah tidak saling
memperdulikan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri /
dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalili yang harus dibuktikan oleh
Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian mengenai ketidakperdulian Pemohon serta tidak adanya
komunikasi selama selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, semua keterangan
yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain (link and
match) oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal
172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon
telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah
pada tanggal 31 Maret 2007, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang
dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon bernama Muhhammad
Fachrie Gumilar, Sukabumi, 12-07-2007 dan Fakhira Ainun Gumilar,
Sukabumi, 09-03-2014;

- Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun
dan harmonis;

- Bahwa sejak awal tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan ketidakharmonisan;
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- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon sering

keluar rumah tanpa izin Pemohon dan memiliki utang tanpa sepengetahuan

Pemohon;

- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dengan

Termohon mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah

rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi

menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa pihak keluarga dan orang dekat sudah berupaya untuk

mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim telah

menemukan fakta hukum dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan atau Termohon bertempat kediaman di wilayah

yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa dalam perjalannyan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon

sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus;

- Bahwa puncak perselisihan terus menerus tersebut mengakibatkan

pisah rumah serta tidak saling memperdulikan dan saling tidak

menghiraukan satu sama lain;

- Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon

dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, perbedaan pendapat yang berkepanjangan dalam memahami

pernikahan dan hakekat kebersamaan, membuat rumah tangga Pemohon

dan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga sudah tidak ada

harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt);

- Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan

yang melawan hukum;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu

dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak
pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:
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Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan
kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi
sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974,

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam
keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,
aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang
tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap
orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa
salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria
sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur
ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut
sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak
mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah berkehendak
kuat untuk tidak melanjutkan rumah tangga, maka disini sudah ada bukti
petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan
batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah
rapuh, sehingga ruh perkawinan diantara Pemohon dan Termohon sudah
hilang;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan
Termohon serta pisah tempat tinggal diantara keduanya menunjukkan ikatan
batin antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah
kehilangan ikatan batin adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan
berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak
akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang
telah tidak harmonis lagi;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-
benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan
dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus
yang kemudian berujung dengan pisah selama selama 2 (dua) tahun 6 (enam)
bulan yang lalu hingga sekarang dan apabila rumah tangga yang semacam ini
tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih
besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai
(sakinah mawaddah wa rahmah) sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam serta al-Quran surat ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut:

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu ister-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu cinta dan
kasih saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam :
1.  Al- Qur'an Surat al-Bagarah ayat 227 :
els grow alll 018 SMall 505 Ols
Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka
sesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui';
2.  Kitab al-Figh al-Islamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah
al-Zuhailly, yang berbunyi :
sl miasy i> & Lill Lsio 5 nall of Lsio Gl U &, aill
W 9 Loz d@uz gl
Maksudnya: '"perceraian karena adanya perselisihan tajam atau

adanya kemudaratan, sebagai pencegahan atas terjadinya

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.Smi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut, kehidupan

perkawinan tidak akan menjadi neraka dan bencana";

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan
dengan keterangan saksi-saksi, baik dari Pemohon maupun Termohon
sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan
fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah retak, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah
tidak lagi dapat memikul kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dipandang
telah mempunyai cukup alasan dan terbukti, sesuai dengan maksud Pasal 39
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta
hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat
dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi
alasan perceraian dan dikarenakan tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya
sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan
pokok Pemohon yang memohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon cukup beralasan menurut hukum dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum 1 Pemohon, maka
permohonan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, perlu
ditetapkan dengan memberikan izin kepada Pemohon, sebagaimana diuraikan
pada amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat
dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
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Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya
perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan secara
verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor
7 Tahun 2022, maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan
mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang

berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan

patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan

talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan

Agama Sukabumi;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Sukabumi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan
dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H
sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy., M.H. dan Sena Siti Arafiah, S.Sy.,
M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon
melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh
Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nining Atigoh, S.Ag. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa

hadirnya Termohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis,
ttd ttd
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apep Andriana, S.Sy., M.H. Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Hakim Anggota
ttd

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Panitera Pengganti,
ttd

Nining Atiqoh, S.Ag.

Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp. 30.000,00

- Proses ' Rp. 60.000,00
- Panggilan ' Rp. 56.000,00
- PNBP ' Rp. 20.000,00
- Redaksi ' Rp. 10.000,00
- Meterai - Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.Smi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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